PROVINSI JAMBI
PERATURAN BUPATI BUNGO
NOMOR 38 TAHUN 2017

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN F UNGSI, SERTA BAGAN STRUKTUR

Menimbang

Mengingat -

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN BUNGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO

?

¢ a. bahwa untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan urusan
di |bidang perumahan dan permukiman maka terhadap
Susunan organisasi, tugas dan fungsi serta bagan
stiuktur dinas perumahan dan kawasan pemukiman
Kabupaten Bungo sebagaimana telah ditetapkan dengan

Peraturan Bupati Bungo [Nomor 35 Tahun 2016, perlu
ditjnjau kembali;

b. baliwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah
Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah, ketentuan mengenai kedudukan,
Susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja
Perpngkat Daerah perlu diatur dengan Peraturan Bupati;

c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta
Bagan Struktur Dinas | Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Bungo dengan Peraturan Bupati;

1. Undang-Undang Nomor | 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25)
sebpgaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1965 t ntang Pembentukan Daerah
Tingkat II Sarolangun B gko dan Daerah Tingkat II
Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia

Ta;'{:n 1965 Nomor 50, |Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 765);
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ndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
emerintahan Daerah | (Lembaran Negara Republik
ldonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
egara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
lah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
ndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
tas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
emerintahan  Daerah | (Lembaran Negara Republik
idonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
egara Republik Indonesia Nomor 5679);

rraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
rrangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
vhun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
epublik Indonesia Nomor 5887);

eraturan  Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang
rmbentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
perah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 5);

craturan  Bupati Nomor 35 Tahun 2016 tentang
nsunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Bagan
ruktur Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
pbupaten Bungo (Berita Daerah Kabupaten Bungo
ahun 2016 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

'ATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI,
*AS DAN FUNGSI, SERTA BAGAN STRUKTUR DINAS

'UMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN
NGO
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

pati ini yang dimaksud dengan:
h Kabupaten Bungo.

ah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara
daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
ng menjadi kewenangan Daerah Otonom.

tahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi
iban untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi

elindungi,

T, | e S

nr:Fnjadi kewenangan pemerintahan daerah dalam rangka

elayani, memberdayakan, dan mensejahterakan
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(1) Susunan Organid
Kabupaten Bungo,

a.
b.

Unit Pelaksana T
unsur pelaksana

. Bidang Perumal

. Bidang Permuki

. [Unit Pelaksana

ungo;

epala Dinas
ermukiman Kah

ekretaris Dinag

crangkat  daer
1ggaran [ penggy

rumahan dan K

Kepala Dinas;
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2. Subbagian Pj

1. Seksi Perumsd
2. Seksi Pemakd
3. Seksi Pengaw

1. Seksi Penyeh

2. Seksi Pertamj

3. Seksi Penatad

Kelompok Jabaf

ah  pada

na barang.

asi
terdiri dari:

Sekretariat, membawahkan:

than;

wman; dan

anan; dan

ran Fungsional.
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inas adalah Dihas Perumahan dan Kz

adalah Kepala Dina:
upaten Bungo,

adalah Sekretaris Di
ermukiman Kabupaten Bungo;

Kelompok Jabatan Fungsional

mempunyai tugds melaksanakan seb:
profesional sesuat

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

rogram, Keuangan, dan

an Sarana dan Utilitas.
Teknis Dinas (UPTD); dan

adal

Dinas Perumahan

mum dan Kepegawaian;

asan dan Pengendalian.

wwasan Permukiman Kabupaten
S Perumahan dan Kawasan

nas Perumahan dan Kawasan

nit organisasi/junit kerja adalah bagian dari Dinas terdiri dari
ckretariat, Bidang, Subbagian, dan Seksi;

atuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
pemerintah

daerah selaku pengguna

eknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah

operasional yang melaksanakan sebagian tugas Dinas
awasan Permukiman.

ah unsur penunjang yang

agian  kegiatan Dinas secara

bidang keahlian dan kebutuhan teknis Dinas.

dan Kawasan Permukiman

Aset.

ran dan Pemakaman, membawahkan:

man dan Sarana Utilitas, membawahkan:

atan Lingkungan Permukiman;
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BAB II1

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Dinas
Pasal 3

Permukinan berkedudukan di

bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris
mempuhyai

tugas memimpin, mengoordinasikan dan

ngendalikan seluruh kegiatan Dinas dalam menyelenggarakan urusan

nerintahan daerah

(1) Se
di
me

pel
kel

am melaksana

a

di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala

:
8
¢
=)
a
:
o)
:

a

as Perumahan dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi:

erumusan kebijakan teknis di bidang perumahan dan kawasan

urusan pemerintahan dan pelayanan umum di

dan kawasan permukiman;

ordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait di

dan kawasan permukiman;

elaksanaan pembinaan terhadap UPTD;

'mbinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi
erhadap pelaksanaan tugas dibidang perumahan dan kawasan

belaksanaan tu

epada atasan sesuai bidang tugas dan

wasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas

dan pertimbangan, telaahan, laporan dan analisa
fungsinya; dan

bawah Kepala
mpunyai

(2 Dalam melaksanakan tiicae cehacaimaonae dirmmalratid  +—ada

pas kedinasan lainnya
indangan, sesuai

kretariat dipimpiq
D
tuggs
ayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi untuk
lancaran tugas dan fungsi dinas.

sesuai peraturan perundang-
petunjuk dan perintah Bupati.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 4

oleh seorang Sekretaris Dinas yang berkedudukan

irmas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas,

melaksanakan koordinasi, serta memberikan

{1\

axrad
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kerumahtanggaan dinas;

konstruksi;

pelaksanaan pengelolaan administrasi

{ pengoordinasigan

{ penyusunan perencanaan program

berada di lingkungan dinas;

{pembinaan, p

bawahan;

.| pemberian saran

telaahan dan

fungsinya; dan

.| pelaksanaan t
undangan, dan

kretaris Dinas

o

Pasal 5

Subbagian Umpum dan Kepegawaian; d

Subbagian Progr

Sekretaris.

Subbagian Umun

dan tata laksana

D

alam  melaksa

ayat (1) huruf

(4]

Pasal 6

)

a

.|penyusunan re

administrasi bg

pelaksanaan tugas d:
¢ngawasan dan evaluas

dan pertimbangan se
nalisa kepada atasan sesuai dengan tugas dan

m, Keuangan dan Ast

administrasi kepegawaian;

ntasi dan kegiatan rapat serta

dan kegiatan dinas serta jasa

keuangan dan perbendaharaan;

an kegiatan unit organisasi yang

s5i terhadap pelaksanaan tugas

rta menyampaikan laporan hasil

s kedinasan lainnya sesuai peraturan perundang-
sesuai petunjuk serta perintah Kepala Dinas.

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dalam
pas dan fungsi, membawahkan:

an

[9]

t.

Mpsing-masing Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian
awah Sekretaris Dinas

dan bertanggung jawab kepada

| dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal
mempunyai tugas melaksanakan urusan organisasi
rumah tangga, dan surat menyurat serta pengelolaan
administrasi kepggawaian di lingkungan dinas;

an tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Subbagian Umun} dan Kepegawaian, menyelenggarakan fungsi:

ncana dan program kerja di bidang urusan umum dan

kepegawaian; i

.| pelaksanaan ulus‘ran ketatalaksanaan;

.| penyediaan k.eﬁutuhan barang/jasa operasional kantor dan
pemeliharaan |fasilitas penunjang kerja, serta penyelanggaraan

.raﬁg daerah yang menjadi tanggung jawab dinas;
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bawahan;
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pelaksanaan t

|

|

%dministrasi kepegawaian;
|

ng’awasan dan evaluas

ge

v

i terhadap pelaksanaan tugas

.[pemberian saran dan pertimbangan serta menyampaikan laporan hasil
analisa kepada atasan sesuai dengan tugas dan

undangan, dan

sal 5

1lam melaksanak

ibbagian Program,

s kedinasan lainnya sesuai peraturan perundang-

sesuai petunjuk serta perintah atasan.

Pasal 7

Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam

ayat |{1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan
nghimpunan, penyusunan, dan pengendalian perencanaan program
nas  serta melaksanakan pengendalian, wurusan ketatausahaan
uangan dan Asdt dinas.

ibbagian Program,

-|penyusunan program kerja tahunan,

panjang;

sumber lainnya;

9

permukiman;

. |penyusunan rencana dan program kerj

anggaran dinasj

o

pengevaluasian|

.[perumusan dan p

< T

en

ebutuhan anggaran

p%laksanaan anggaran;

pelaksanaan urusan gaji pegawai;

penghapusan b’ar?ng milik daerah;

n tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Keuangan dan Aset menyelenggarakan fungsi:

Jangka menengah dan jangka

icana anggaran yang bersumber dari APBD, APBN dan

elitian, pengkajian dan pengembangan di bidang

dan informasi di bidang perumahan dan kawasan
valuasi dan pelaksanaan di bidang perumahan dan

penyusunan rencana strategis laporan akuntabilitas kinerja dan
rencana kinerjq dinas perumahan dan

kawasan permukiman,;
a di bidang keuangan;

dan dokumen pelaksanaan

pengelolaan pemﬂukuan, perbendaharaan, dan verifikasi;

. |pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan dinas;

Fnyusunan kebijakan teknis dibidang aset daerah;

'pelaksanaaan kebijakan pedoman pengelolaan dan
|
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n dan pemakaman;

. pelaksanaan
kerja/instansi
penyediaan da|

pembinaan, p
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. pelaksanaan {
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san dan Pengendalian.
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gawasan dan evalua

1 dan pertimbangan,

Fsuai petunjuk serta

r
1 Pasal 9

rta menyampaikan laporan hasil
an  sesuai dengan tugas dan

yang diberikan oleh Sekretaris

23

dang Perumahan dan Pemakaman

dipimpin oleh seorang Kepala
dan bertanggung jawab kepada
mpunyai tugas melaksanakan
ordinasikan dan mengendalikan
an Pemakaman yang meliputi
yarakat, pengelolaan taman
aan dan pengendalian terhadap
um serta penataan bangunan.

ana dimaksud pada ayat (1),
nyelenggarakan fungsi:

an program kerja di bidang

pelaksanaan tugas di bidang perumahan dan

1, pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas
han dan pemakaman;

4

pelaporan pelaksanaan tugas di

dan kemitraan dengan unit

mbaga pengembangan atau pihak ketiga di bidang
n pembiayaan perumah

arn;

si terhadap pelaksanaan tugas

telaahan, laporan dan analisa

*suai bidang tugas dan fungsinya;

as kedinasan lainnya sesuai peraturan perundang-

perintah atasan.

n dan Pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal
jakan tugas dan fungsi,

membawahkan;
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Pasal 10

lembantu Kepala Bid:
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Pasal 11

n

sebagaimana dimakst
tugas membantu Kepala Bidang Perumahan dan

1 dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a,
ang Perumahan dan Pemakaman
gasi, pengumpulan data dan
ngembangan dan pembangunan

a dimaksud pada ayat (1), Seksi

erja operasional kegiatan pada

iginventarisasian dan informasi

ngumpulan data untuk kegiatan
peningkatan, rehabilitasi dan
rasarana, sarana dan utilitas

n perumahan dan permukiman
h (MBR);

ian teknis perencanaan sarana

1 bagi masyarakat yang terkena
ban bencana;

ontoh rumah sederhana sehat
cil;

pengelolaan penyediaan perumahan dengan sub unit
:awasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas

dan pertimbangan serta penyampaian laporan, hasil
lisa kepada atasan sesuai dengan bidang tugas dan

s kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan

ud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf

Lm{ merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan
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pfF:mbangunan, perbai
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. penyiapan pr3
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pelaksanaan |
sub unit kerjq

. pembinaan, f
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telaahan dan
fungsinya; dai

pelaksanaan

eksi Pembinaar
ayat (1) hui

erumahan dan
nengevaluasi da|
lan pengendalia;

Dalam melaksar
’ermbinaan dan |

L. pPEnyusunan

pembinaan da

al pemakaman;

koordinasi pengelolaan

|

analisa kepada atasan
h |

tugas dan fungsinya.

' Pasal 12

1 dan Pengendalian seb
uf ¢, mempunyai tu
Pemakaman dalam

n perumahan.

n Fengendalian;

. pembinaan d

perumahan b 'k;masyarakat maupun

pelayanan permintaan
an pemakaman jenazah termasuk jenazah orang

lain di lingkungan dina

ncanakan oleh pemerintah;

| administrasi terhadap izin pemakaman yang dikelola

mbangan, penataan dan pemeliharaan pemakaman
luan tempat makam dan batu nisan;

kan dan pemeliharaan taman

pengaturan pemakaman, penyiapan database/informasi
mum pemerintah daerah;

kepada masyarakat tentang

1s$rana jalan, pagar, pos jaga dan fasilitas pendukung

penyediaan pemakaman dengan
S;

)engawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas

ran dan pertimbangan serta penyampaian laporan, hasil

sesuai dengan bidang tugas dan

tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan

agaimana dimaksud dalam Pasal
gas membantu Kepala Bidang
merencanakan, melaksanakan,

n hlelaporkan pelaksanaan tugas pelayanan pembinaan

r
lakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi
Peg'lgendalian menyelenggarakan fungsi:

rencana dan program kerja operasional kegiatan

pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan

pengembangan /developer;
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. penetapan pe
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Ihelakukan

pelaksanaan pembinaan terhadap pengusaha
pengembangan)| ]%)erumahan, pengelolaan rumah sewa dan rumah
kost/pondokan;

|pelaksanaan |pembinaan administrasi terhadap pengendalian

bangunan yang| belum memiliki izin mendirikan bangunan dan
bangunan yang tidak sesuai dengan peruntukan sesuai dengan

o Eerlaku berupa teguran lisan, tulisan dan tindakan
r

pelaksanaan penﬂ;awasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-

doman dan standar fteknis dalam penyelenggaraan

1€ an pemantauan terhadap  pelaksanaan
melakuk had lak

pkrumahan dilapangan sesuai dengan rekomendasi
an;

:ngukuran sempadan bangunan perumahan;

embinaan dan pengendalian serta koordinasi dengan
lain di lingkungan dinas;

engawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas

51ni dan pertimbangan serta penyampain laporan, hasil
inalisa kepada atasan sesuai dengan bidang tugas dan

ugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan
tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Bidang Permukiman dan Sarana Utilitas

Pasal 13

|
nan dan Sarana Utilitas dipimpin oleh seorang Kepala

kedudukan di bawah Kepala Dinas dan bertanggung
lepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
is | Dinas, mempunyai tugas melaksanakan sebagian
mimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan tugas
rfiman dan sarana utilitas yang meliputi penyehatan

ngkungan permukiman, pengelolaan taman serta penataan sarana dan

lakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
nan dan Sarana Utilitas menyelenggarakan fungsi:

n_{{usunan rencana dan program kerja di bidang

permukiman d

an sarana utilitas;
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nohitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
kithan dan sarana utilitas;

koordinasi/kerjasama |dan kemitraan dengan unit
lembaga/pengembangan atau pihak ketiga di bidang
an sarana utilitas;

3ngawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas

'aﬂ dan pertimbangan,
sesuai bidang tugas da

telaahan, laporan dan analisa
n fungsinya.

ugas kedinasan lainny
I sesuai petunjuk serta

a sesuai peraturan perundang-
perintah atasan.

Pasal 14

1an dan Sarana Utilitas sebagaimana dimaksud dalam
fungsi, membawahkan:

Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman;

an; dan
, Shrana dan Utilitas.

:k#i sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh
Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab
iahg Permukiman dan Sarana Utilitas.

Pasal 15

n |Lingkungan Permukiman sebagaimana dimaksud
ayat (1) huruf a, mempunyai tugas membantu Kepala
man dan Sarana Utilitas dalam merencanakan,
mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas
ingan permukiman.

kan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi
ungan Permukiman menyelenggarakan fungsi:

ncana dan program kerja operasional kegiatan pada
n lingkungan permukiman,;

b

sraturan, kebijakan d strategis penataan kawasan

peraturan daerah tentang pencegahan timbulnya
imuh;
sqrvey, kawasan

pendataan | dan inventarisasi

n | pelaksanaan pembangunan,
pbrasarana dan  sarana = air

pemeliharaan dan
limbah, drainase

linckungecan /tersier serta ialan linokiinoan neriimahbhan rermiileirman-



-12-

g. pelaksanaan, per;igelolaan, peremajaan dan pengendalian kawasan
permukiman kumuh,;

h. pelaksanaan kdordinasi pengelolaan lingkungan permukiman dengan
sub unit kerja lain dilingkungan dinas;

i. [pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas
bawahan; ‘
j. jpemberian saran dan pertimbangan serta penyampaian laporan, hasil
telaahan dan ahnalisa kepada atasan sesuai dengan bidang tugas dan
fungsinya; ‘

k. pelaksanaan tygas kedinasan lainnya sesuai peraturan perundang-
undangan, dan [sesuai petunjuk serta perintah atasan.

| Pasal 16

(1) Seksi Pertamanar] sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf
b, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Permukiman dan Sarana
Utilitas dalam Irﬁerencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan
melaporkan pelaksahaan tugas pertamanan.

(2) Dalam melaksanaka"n tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi
Pertamanan menyelenggarakan fungsi:

a.[penyusunan re¢ncana dan program Kerja operasional kegiatan pada

seksi pertam ;

b.penyusunan mekanisme organisasi dan tatalaksana pelayanan dan
pengelolaan taman;

c.|pelaksanaan orina standar, pedoman dan Kkriteria dan pemberian

bimbingan teknis dibidang penyelenggaran penyedia lahan untuk
pertamanan; ‘

d.|pelaksanaan melakukan pendataan lahan-lahan yang dapat
|dikembangkan [menjadi taman kota;

€. pelaksanaan melakukan pengembangan dan pemeliharaan taman
kota, monumen, jalur hijau, median jalan, alun-alun, hutan kota dan
fasilitasnya; 1

f. |pelaksanaan melakukan pembibitan tanaman hias dan pohon-pohon
lainnya untuk penghijauan kota;

g.|pelaksanaan mjelakukan usaha-usahal pertamanan dan tanaman hias
untuk meningkatkan keindahan dan kenyamanan kota;

h|pengembangan| ké;rnitraan dengan komunitas-komunitas dalam rangka
mendukung serta melestarikan kawasan hijau diperkotaan;

i. | pelaksanaan puenfgelolaan tenda, umbul-umbul, hiasan daerah guna
perayaan-perayaan dan upacara hari besar nasional di lingkungan

pemerintah dagrah;

J- | pelaksanaan Koordinasi pengelolaan | pertamanan dengan sub unit
'kerja lain di lingkungan dinas;

k.| pembinaan, pgngawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas
bawahan; ‘
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Pasal 17
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BAB IV
TATA KERJA

Pasal 18

igaimana dimaksud dalam Pasal
gas membantu Kepala Bidang
merencanakan, melaksanakan,
aan tugas penataan sarana dan

a dimaksud pada ayat (1), Seksi
rarakan fungsi:

erja operasional kegiatan pada

erencanaan, pembangunan dan
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u jalan yang rusak atau tidak

dan pemeliharaan lampu-lampu
ncur, lampu taman serta lampu
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ertiban terhadap reklame tanpa
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hadap lampu penerangan jalan

an dan pengendalian kawasan

oordinasi pengelolaan sarana dan utilitas dengan sub
Pngawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas

an dan pertimbangan serta penyampaian laporan, hasil
inalisa kepada atasan sesuai dengan bidang tugas dan

ugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan
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ng kelancaran koordi
lana dimaksud dalam a
a formal maupun inforn

nasi pelaksanaan tugas dan

iyat (1), diselenggarakan sistem
nal.

Pasal 19

b rhelaksanakan pengaw

vasan melekat terhadap seluruh
anisasi berikut bawahar

inya.

unit organisasi di ba
mal terhadap bawahanr

wah Sekretaris melaksanakan
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sud pada ayat (1) dan ayat (2)
| atasan kepada bawahan atas
tapkan dan atau pelaksanaan

jai petunjuk dan perintah atasan.

Pasal 20

mpin dan mengkoordinasikan
ahannya dengan memberikan
anya tugas dan fungsi Kepala

tanggung jawab memi
unit organisasi baw
irahan guna terlaksan:

init organisasi di bawah Kepala Dinas bertanggung
dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing
n bimbingan serta arahan terhadap pelaksanaan tugas

Pasal 21

jib meneliti, mengoreksi dan melakukan perbaikan
inya atas hasil kerja bawahannya.

init organisasi di bawah Kepala Dinas wajib meneliti,
lelakukan perbaikan sebagaimana mestinya atas hasil

unjuk, pengajuan hasil pelaksanaan tugas dan
ran dilakukan secara berjenjang yang dapat dilakukan
h lisan.

lann atau naskah dinas, sebelum ditandatangani oleh
pimpinan unit organisasi sesuai kewenangannya wajib
h dahulu oleh bawahannya.

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan
perundang-undangan.

Pasal 22
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ksanaan tugas dan 1
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Pasal 23
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Pasal 24
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Pasal 25
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Pasal 26
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Pasal 27
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BAB V

' KETENTUAN PE

Pasal 28

>ndah ditetapkan lebih lanjut oleh Sekretaris dalam
n intern secara memadai, meliputi:

ari-hari serta wujud keluaran

san dokumen dan informasi;

eknis.

1 pada ayat (1), Sekretaris Dinas
| dibahas bersama, dan hasilnya
itetapkan.

LIHAN

{sr?naannya terjadi perubahan peraturan perundang-
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| BAB VI
i
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada| saat Peraturam Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Bungo
Nomor 35 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi
Serta Bagan Struktur Dinas Perumaham Dan Kawasan Permukiman

Kabupaten Bungo (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 35)
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

b=t

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tan ggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan pene?'npatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

| Ditetapkan di Muara Bungo
| pada tanggal 3¢ — 7 ~ i

k) BUPATIBUNGO, =

. SHURI

Diundangkan di Muara Bungo
pada fanggal 8§ - \p-| ~ o1

: SEKRTETARIS DAERAH kABUPATEN BUNGO,

<

H. mem

BERITA DAERAH KABUh’ATEN BUNGO TAHUN 2017 NOMOR 3@
|
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